5. PENUTUP

Berdasarkan data yang diperolen dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), secara keseluruhan PMA dan PMDN Pariwisata di enam provinsi di pulau Jawa
mengalami peningkatan dari tahun 2009-2016. Peningkatan PMA pariwisata dan PMDN
pariwisata paling tinggi terjadi pada periode 2015-2016. Penelitian ini memiliki tujuan
yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menarik minat investor baik dalam

negeri maupun investor asing untuk berinvestasi pada sektor pariwisata di pulau Jawa.

Berdasarkan hasil regresi, variabel infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan
sehingga dapat diartikan bahwa ketersediaan dan kualitas infrastuktur berpengaruh positif
terhadap minat investor untuk berinvestasi pada sektor pariwisata di pulau Jawa. Hasil ini
sesuai dengan perkiraan awal penulis bahwa semakin tinggi ketersediaan dan kualitas
infrastruktur akan mempermudah mobilisasi, akses terhadap pasar dan dapat menekan
biaya produksi yang dikeluarkan, sehingga dapat lebih menarik investor untuk
menanamkan modalnya pada sektor pariwisata di pulau Jawa.

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan PDRB berpengaruh
negatif terhadap minat investor untuk menanamkan modal. Hal ini tidak sesuai dengan
perkiraan awal penulis, dimana variabel pertumbuhan PDRB seharusnya memiliki
hubungan positif dengan minat investasi investor. Fenomena ini terjadi ketika investor

lebih tertarik pada objek wisata potensial yang bisa dikembangkan untuk kedepannya.

Hasil regresi berikutnya menunjukkan variabel Upah Minimum Provinsi (UMP)
berpengaruh positif terhadap minat investor. Hal tersebut tidak sesuai dengan perkiraan
awal penulis, bahwa tinggi rendahnya UMP yang dibayarkan akan menjadi pertimbangan
bagi investor ketika akan menanamkan modalnya. Semakin tinggi upah yang dibayarkan
maka akan semakin menyurutkan minat investor untuk berinvestasi pada sektor pariwisata
di pulau Jawa. Diperkirakan, investor cenderung sudah mempertimbangkan tingkat
produktivitas pekerja, karena pada umumnya upah yang tinggi diiringi dengan tingkat

produktivitas yang tinggi.

Variabel jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada persamaan

pertama juga memiliki hubungan positif terhadap minat investor dalam berinvestasi pada
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sektor pariwisata di pulau Jawa. Hasil ini sesuai dengan perkiraan awal penulis bahwa
wisatawan mancanegara yang berasal dari negara yang sama dengan investor akan
menarik minat investor asing untuk berinvestasi. Selain itu, wisman akan lebih mengenali
produk yang berasal dari negara mereka. Disisi lain, keberadaan wisatawan mancangera
yang berasal dari negara maju pada umumnya memiliki daya beli yang tinggi sehingga

keberadaannya dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi.

Pada persamaan kedua, variabel jumlah kunjungan wisatawan (nusantara &
mancanegara) memiliki hubungan positif dengan minat investor domestik untuk
menanamkan modal pada sektor pariwisata di pulau Jawa. Hal ini sesuai dengan perkiraan
penulis bahwa jumlah kunjungan wisatawan yang tinggi dapat mendatangkan keuntungan
bagi investor domestik. Selain itu, investor domestik dapat menggunakan kesempatan ini
sebagai sarana promosi destinasi wisata kepada para wisatawan terutama wisatawan
mancanegara karena bisnis investor domestik pada umumnya merefleksikan budaya

setempat yang ada.

Dari hasil diatas, pemerintah daerah dapat mengambil langkah untuk
mengembangkan sektor pariwisata dengan cara menarik investor untuk menanamkan
modalnya pada sektor tersebut, mengingat pariwisata merupakan salah satu sektor
potensial untuk mendatangkan devisa. Untuk itu diperlukan pembangunan infrastuktur
yang berkualitas yang nantinya akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah, selain itu
juga penetepan Upah Minimum Provinsi yang harus diiringi oleh peningkatan
produktivitas tenaga kerja. Disisi lain, pemeliharaan dan promosi destinasi wisata juga
diperlukan agar dapat menarik kedatangan wisatawan. Faktor-faktor tersebut pada
akhirnya dapat menarik minat investor untuk berinvestasi sekaligus mengembangkan

destinasi wisata yang ada dan menambah pemasukan daerah melalui sektor pariwisata.
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